
  

 

 

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA 

NOMOR 4  TAHUN 2019 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
 TAHUN ANGGARAN 2018 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BENGKULU UTARA,  

  

Menimbang  : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang – 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 
menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggung 

jawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD), dengan dilampiri laporan keuangan 

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ; 
 

Mengingat  : 1. Undang–Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten–Kabupaten 
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1091); 

 
  2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

SALINAN 



 

 

 

 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
 

  5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

  
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

  8. 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

  10. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 
 

  11. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 
 



 

 

 12. 

 

 

 

 

 
 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
 

  13. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah       
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 
 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 

Nomor 9); 
 

 
  15. 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2018 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 
Nomor 1); 
 

 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 
Tahun 2018 tentang  Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 

2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 
2018 Nomor 6). 
 

 

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU UTARA 
 

dan 
 

BUPATI BENGKULU UTARA 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

  

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

 

 1.  Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. 

 

 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

 

 3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. 

 

 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

 

 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah 

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah 

dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

 6. Surplus/Defisit Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara 

Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 

 

 7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik tahun anggaran yang berkenaan maupun pada 

tahun – tahun anggaran berikutnya. 

 

  

BAB II 

 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANAAN APBD 

 

Pasal 2 

 

 (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan 

keuangan memuat : 

  a. Laporan Realisasi Anggaran / LRA 

  b. Neraca 

  c. Laporan Arus Kas 

  d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih / LP - SAL 

  e. Laporan Perubahan Ekuitas / LPE 

  f. Laporan Operasional / LO 

  g. Catatan Atas Laporan Keuangan  

    

 

   



 (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan laporan keuangan Perusahaan Milik Daerah. 

   

 Pasal 3 

 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2 

ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: 

 

 a. Pendapatan            : Rp.  1.147.687.574.495,60 

 b.  

c.  

Belanja 

Transfer 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

    938.866.596.944,00 

    215.307.054.050,00 

  Surplus / (Defisit) : Rp.        (6.486.076.498,40) 

 d.  Pembiayaan     

  - Penerimaan : Rp.       81.756.603.324,28 

  - Pengeluaran : Rp.         3.000.000.000,00 

  Pembiayaan Netto : Rp.       72.270.526.825,88 

      

 Pasal 4 

 

 (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Sejumlah          

Rp. 4.934.214.055,60 dengan rincian sebagai berikut: 

 

  a. Anggaran Pendapatan  

   Setelah Perubahan : Rp.  1.142.753.360.440,00    

  b. Realisasi : Rp.  1.147.687.574.495,60 

   Selisih Lebih / (Kurang) : Rp.         4.934.214.055,60 

       

 (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah                     

Rp. 40.011.098.533,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 

  a. Anggaran Belanja    

   Setelah Perubahan        : Rp.          978.878.634.343,00 

  b. Realisasi                       : Rp.          938.866.596.944,00 

   Selisih Lebih / (Kurang) : Rp.            40.011.098.533,00 

       

 (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah                     

Rp. 1.919.547.800,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 

  a. Anggaran Transfer    

   Setelah Perubahan        : Rp.          217.226.601.850,00 

  b. Realisasi                       : Rp.          215.307.054.050,00 

   Selisih Lebih / (Kurang) : Rp.              1.919.547.800,00 

       

 (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / Defisit sejumlah Rp 

(46.865.799.254,60) dengan rincian sebagai berikut: 

 

  a. Anggaran Surplus / Defisit 

   Setelah Perubahan        : Rp.           (53.351.875.753,00) 

  b. Realisasi                       : Rp.             (6.486.076.498,40) 

   Selisih Lebih / (Kurang) : Rp.           (46.865.799.254,60) 



 (5) Selisih Anggaran  dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan 

sejumlah Rp. (25.404.727.571,28) dengan rincian sebagai 

berikut: 

 

  a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan 

   Setelah Perubahan        : Rp.            56.351.875.753,00 

  b. Realisasi                       : Rp.            81.756.603.324,28 

   Selisih Lebih / (Kurang) : Rp.           (25.404.727.571,28) 

       

 (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan 

Sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 

  a. Anggaran Pengeluaran  Pembiayaan 

   Setelah Perubahan        : Rp.               3.000.000.000,00 

  b. Realisasi                       : Rp.               3.000.000.000,00 

   Selisih Lebih / (Kurang) : Rp.                                    0,00 

       

 (7) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah 

Rp. (25.404.727.571,28) dengan rincian sebagai berikut: 

 

  a. Anggaran Pembiayaan Netto 

   Setelah Perubahan        : Rp.            53.351.875.753,00 

  b. Realisasi                       : Rp.            78.756.603.324,28 

   Selisih Lebih / (Kurang) : Rp.           (25.404.727.571,28) 

       

 Pasal 5 

 

  Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b 

per 31 Desember Tahun 2018 yang disajikan dalam Neraca 

Daerah sebagai berikut: 

 

  a. Jumlah Aset : Rp.   1.611.320.910.558,04 

  b. Jumlah Kewajiban : Rp.          4.666.854.391,00 

  c. Jumlah Ekuitas Dana : Rp.   1.606.654.056.167,04 

       

 Pasal 6 

 

  Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 

tahun 2018 sebagai berikut: 

 

  a. Saldo awal kas per 1 Januari tahun 2018 : 

   Rp. 73.481.310.882,21.   

 

 

  b. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi: 

   Rp. 170.006.280.212,21.  

 

 

 

  

 



  c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi: 

   Rp. (179.492.356.710,60) 

   

d. 

 

Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan: 

   Rp. 0,00. 

 

   

  e. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris/Non Anggaran: 

   Rp. 2.411.043.274,40. 

 

   

  f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember tahun 2018: 

   Rp. 72.286.474.952,88.    

  

Pasal 7 

 

  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( LP-SAL ) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 

sebagai berikut: 

 

  a. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari tahun 2018 Rp. 

81.147.931.413,88. 

 

  b. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember tahun 2018 

Rp. 72.270.526.825,88. 

 

 Pasal 8 

 

  Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir 

sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut: 

 

  a. Ekuitas Awal per 1 Januari tahun 2018; 

   Rp. 1.556.871.328.524,60. 

 

  b. Surplus / Defisit Laporan Operasional; 

   Rp. 38.310.050.198,44. 

 

   

  c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan 

Mendasar; 

   Rp.11.472.677.444,00. 

 

  

  d. Ekuitas Akhir per 31 Desember tahun 2018; 

   Rp. 1.606.654.056.167,04. 

 

 

   

 Pasal 9 

 

  Laporan Operasional ( LO ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 

Desember tahun 2018 sebagai berikut: 



 

  a. Pendapatan  Operasional : Rp. 1.156.363.825.587,31. 

   

b. 

 

Beban Operasional : Rp. 1.112.512.880.406,63. 

 

  c. Surplus / Defisit Operasional : Rp. 38.310.050.198,44. 

    

 Pasal 10 

 

  Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 

ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan 

keuangan. 

 

 Pasal 11 

 

  Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Daerah ini, terdiri dari :   

  a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran 

 

   1. Lampiran  I.I : Ringkasan Laporan Realisasi 

Anggaran menurut urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 

 

   2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi 

Anggaran menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan;  

 

   3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Laporan  Realisasi 

Anggaran Belanja Daerah 

menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, 

dan Kegiatan; 

 

 

   4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi 

Anggaran Belanja Daerah 

untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan 

pemerintahan daerah dan 

fungsi dalam kerangka 

pengelolaan keuangan daerah; 

 

  b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran lebih; 

 



  c. Lampiran III : Laporan Operasional; 

 

  d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas 

 

  e. Lampiran V : Neraca; 

 

  f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 

 

  g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan 

Keuangan; 

 

  h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang 

Daerah;  

 

  i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih; 

 

  j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana 

Bergulir dan Penyisihan Dana 

Bergulir; 

 

  k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal 

(Investasi) Daerah; 

 

  l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi 

Penambahan dan Pengurangan 

Aset Tetap Daerah; 

 

  m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

 

  n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi 

Dalam Pekerjaan; 

 

  o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset 

Lainnya; 

  p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan 

Daerah; 

 

  q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka 

Pendek; 

 

  r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka 

Panjang; 

 

  s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang 

belum diselesaikan sampai 

akhir tahun dan dianggarkan 

kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya; 

 



 

  t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan 

Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 

      

 Pasal 12 
 

  Bupati Bengkulu Utara menetapkan peraturan kepala daerah 

tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 

sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 

 

 BAB III 
 

PENUTUP 
 

Pasal 13 
 

 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. 

 
 

     Ditetapkan di Arga Makmur 

     pada tanggal, 16 Agustus 2019              
 

     BUPATI BENGKULU UTARA, 

      

ttd 
 

     M I A N 

       

Diundangkan di Arga Makmur  

pada tanggal, 16 Agustus 2019                                  
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

             

     ttd 
 

HARYADI 
 

   

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 4 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  

KEPALA BAGIAN HUKUM 

Setdakab. Bengkulu Utara 
 

 

 

USMAN WAHID.,S.H 

NIP.196306301993031004 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,  

PROVINSI BENGKULU : (4/42/2019)  



 


